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Abstrak
Pengaturan dan peogelolaan sumberdaya alaln khususnya air dirasakan s€makin konpteks
dalan era otonomi daemh dan berpotensi menimbulkar konflik antaJ-daemh otonom apabila
tid.k dipalami secara komprchensifatau meny€lunh. Secara ekonomi t;dak ada satu daemh
punyangmampumandiri ianpa kerjasama dan saling berinteraks i dengan daerah lainnya.
Keterkaitan antar'wilayah baik s€cam ekonomis ataupun ekologis menunjukkan bahga
tcrJadi perbedaan karakteristik dan poteosi sumberdaya yang d;mitiki tiap daerah, ol€h
karena itu peng€lolaan sunberdaya alam lintas kabupalen/kota harus disadrri sebagai
kon$ekuensi alami dari dispa.itas su berdaya alam. Penahaman disparitas pot€nsi
sumberdaya dapat dijadikan dasar membangun kcrjasama linlas kabupaten/kota yang
saling menguntungkan artar-daerah.
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I. PENDAHULUAN
flal terpenting dalam setiap kebijakan pembangunan mengenai pengelolaan

air adalah bahwa air berhubungan dengan aspek sosial. ekonomi dan lingkungan. Ide
mendasar dari pengelolaan sumberdaya air dimulai dari kebijakan pemerintah tentang
air, seperti bagirnanamenyediakan air benib pembengunan sistem idgasi yang memiiiki
asas adil dan meiata atau perlindungan terhadap fingsi-fungsi ekosistem.

Sejak diberlakukannya paket undang-undang otonomi daerah yang terakhir
adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahai Daerah dan
Uadang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka setiap daerah otonom diberikan
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingai.nya menurut prakarsa sendiri
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